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ABSTRAK

Reklame luar ruang merupakan media periklanan yang banyak
diminati oleh para investor atau pengusaha-pengusaha, guna
memberitahukan produk atau jasa yang ditawarkan kepada khalayak
ramai. Ukuran reklame yang bervariatif serta posisi yang sangat
strategis, memiliki daya tarik yang cukup kuat terhadap masyarakat
karena iklan dapat dilihat secara langsung ketika sedang berlalu-lalang
di sepanjang jalan. Sehingga tak jarang para investor atau pengusaha
mengabaikan peraturan yang ada demi produk atau jasa yang
ditawarkannya dapat terpasang di media luar ruang. Dalam penelitian
ini, penulis ingin mengkaji bagaimana regulasi yang akan atau telah
dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pelanggaran
reklame yang ada di Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field
research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan
penelitian hukum menggunakan sumber data dari fakta-fakta yang ada
di lapangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer
yang berasal dari wawancara dengan pemerintah yang diwakilkan oleh
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Sedangkan
sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu
dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-
analisis. Sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori kebijakan publik dan maslakzah mursalah.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya menertibkan
reklame-reklame yang berada di wilaya Kota Yogyakarta dengan
mengeluarkan kebijakan-kebijakan serta ditambah dengan adanya
pengawasan dari Pemerintah itu sendiri. Namun hal tersebut belum
sepenuhnya membuat reklame-reklame yang berada di wilayah Kota
Yogyakarta tertib. Kurang maksimalnya pengawasan serta sosialisasi
hukum tentang reklame terhadap masyarakat dari Pemerintah Kota
Yogyakarta, menjadikan penegakkan hukum tentang reklame di Kota
Yogyakarta menjadi lemah. Ditambah dengan masyarakat yang tidak
taat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta tentang reklame, serta masyarakat sekitar yang cenderung
titdak mengetahui dan tidak perduli terhadap permasalahan seputar
reklame yang ada. Sehingga dari hal-hal tersebut mendorong



terjadinya pelanggaran muatan atau konten yang ditampilkan pada
reklame yang ada di Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta.

Kata Kunci : Reklame, Peraturan Daerah, Maslahah Mursalah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke
dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang
dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin.
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan
transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543
b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf i
Nama Huruf Latin Nama
Arab
\ Alif Tidak dilambangkan = Tidak dilambangkan
< ba’ B be
< ta’ iJ te
. , : es (dengan titik
< sa S )
diatas)
z Jim J je
ha (dengan titik
c ha’ h )
dibawah)
z kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D de
) ) ze (dengan titik
2 Zal V4 )
diatas)
B ra’ R er



G.

o

L.

L G-

C.

G

Zai
Sin
Syin

Sad

Dad

ta

za

ain
Gain
fa’
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun
Waw
ha’

hamzah

2

ya

Sy

I S| 2 s X0 e -

EN

<

zet
es
es dan ye
es (dengan titik
dibawah)
de (dengan titik
dibawah)
te (dengan titik
dibawah)
zet (dengan titik
dibawah)
Koma terbalik diatas
ge
ef
qi
ka
‘el
‘em
‘en
W
ha

apostrof

ye



B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

53 Maih Ditulis muta’addidah

Y Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h

FR Ditulis hikmah
e Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h
BRRENEEES Ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah
kasrah dan dammah ditulis t atau h
il 5185 Ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

o - a
e fathah ditulis fa°ala
o i

— kasrah ituli

5 asra ditulis sukira
— dammah ditulis 'u
LAy yazhabu

Xi



E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis a
ANEY ditulis jahiliyyah
Fathah + ya’ mati ditulis a
s ditulis tansa
Kasrah + ya’ mati ditulis 1
a K ditulis karim
Dammah + wawu Y
_ ditulis a
mati -
L ditulis furtd
Uy e
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai
Ky ditulis bainakum
Fathah + wawu .
: ditulis au
mati -
. ditulis gaul
Jss

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan
dengan Apostrof
il ditulis a’antum
5K Gl ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Ji,

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

xii



sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang
diikuti oleh huruf Qamariyyah.
1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah
Kata sandang vyang diikuti oleh huruf Qamariyyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya
SIal ditulis al-Qur’an

Ouladl ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti  huruf Syamsiyyah ditulis dengan
menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya,
dengan menghilangkan huruf | (el) nya
alasdl ditulis as-Sama’

Ol ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya
o508l (550 ditulis Zawi al-Furiid
A5 Sal ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan
huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan
permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan
huruf awal kata sandangnya.
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Contoh :

Syahru Ramadan al-lazi unzila
fth al-Qur’an

GIAD 438 031 63 i’y 54

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arabyang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz,
shalat, zakat, dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-
kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris,
Figh Jinayah, dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal
dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish
Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,
misalnya Mizan, Hidayah Taufig, Al-Ma’arif, dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian Negara di
dunia yang termasuk dalam kategori Negara berkembang. Pemerintah
Indonesia terus menerus melakukan pembangunan guna memajukan
Negara. Pembangunan-pembangunan tersebut dilakukan guna
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana yang telah
diamantakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Negara Indonesia memiliki
cita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.!

Otonomi daerah, merupakan salah satu bentuk kebijakan
Pemerintah Indonesia dalam mendukung pemerataan pembangunan di
Indonesia. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan dasar
konstitusional yang memuat peraturan-peraturan tentang otonomi
daerah. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar
tersebut, kemudian dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

! Lihat Pembukaan (Preambule) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945



Yang dimana telah dimuat dalam konsiderans UU tersebut bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan,
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan
tentang Otonomi Daerah, maka pemerintah daerah memiliki hak untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih
pemimpin daerah, megelola aparatur daerah, mengelola kekayaan
daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, dan
mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang berada di daerah.’

Pemanfaatan segala potensi dan sumber daya yang ada di
daerah itu sendiri, dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah yang
nantinya digunakan untuk mengurus segala urusan rumah tangga
daerah itu sendiri.

Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Otonomi Daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah

terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dan perimbangan, dan lain-

2 |_ihat Konsiderans huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004

% Lihat Pasal 21 UU Nomor 32 Tahun 2004



lain yang merupakan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli
daerah terbagi atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.

Di Negara Indonesia, tidak semua daerah memiliki sumber
daya atau kekayaan alam yang melimpah. Daerah yang tidak memiliki
sumber daya alam yang melimpah, menjadikan sektor pajak sebagai
sumber pendapatan asli daerah. Faktor keberhasilan penyelenggaraan
otonomi daerah salah satunya adalah dalam bidang keuangan, karena
kemampuan keuangan ini merupakan indikator penting guna
mengukur tingkat otonomi suatu daerah.* Pajak daerah yang dikelola
secara maksimal dapat dijadikan sebagai pendapatan asli daerah guna
pembiayaan segala kebutuhan pengelolaan daerah itu sendiri.

Salah satu sumber pendapatan daerah dari pajak yang cukup
berpotensi adalah pajak atas reklame. Oleh karena itu, meningkatnya
aktivitas pemasangan reklame merupakan salah satu potensi bagi
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya.”

Perkembangan dunia usaha dan perbisnisan sekarang, serta
diikuti dengan teknologi informasi yang semakin canggih merupakan
faktor yang mendukung perkembangan reklame. Di daerah perkotaan,

banyak dijumpai pusat perbelanjaan seperti mall, mini market,

* Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik
Indonesia : ldentifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan
Otonomi Daerah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), him. 283

®> Wirawan ED Radianto dan Herni Manik, “Potensi Pajak Reklame di Kota
Yogyakarta(Advertising Tax Potensial in Yogyakarta City)”, Jurnal NeO-Bis,
Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2009), him. 130



supermarket, dan tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Setiap tempat
perbelanjaan tersebut tentunya memerlukan media promosi guna
memberitahukan kepada masyarakat, dan media promosi yang
digunakan sebagian besar toko-toko atau pusat perbelanjaan tersebut
adalah media luar ruang.

Media luar ruang banyak diminati oleh toko-toko atau
perusahaan-perusahaan karena letaknya yang dianggap strategis untuk
melakukan promosi. Dianggap strategis karena objek promosi yang
dituju adalah masayarakat sekitar ditambah dengan masyarakat yang
berlalu-lalang di daerah tersebut. Media luar ruang juga dianggap
jagoan dalam membangun citra perusahaan atau produk, meski untuk
mencapai tujuan itu perlu promosi terpadu yang melibatkan reklame
jenis lain.

Reklame yang dipasang di pinggir jalan  seperti
billboard/papan, baliho, reklame kain, reklame melekat (sticker),
reklame kertas (selebaran), hingga reklame video (videotron) adalah
media luar ruang. Reklame-reklame seperti inilah yang memberikan
kontribusi pada pemasukan pendapatan daerah.®  Semakin
meningkatnya aktivitas di dunia perbisnisan yang menggunakan
media luar ruang reklame, semakin tinggi juga pendapatan daerah itu
sendiri. Tetapi berkembangnya serta pesatnya penggunaan reklame

tidak selamanya membawa dampat positif.

® Rio Dicky Andreanto, “Tinjauan Tentang Kebijakan White Area Yang
Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Surakarta Sebagai Salah Satu Upaya Untuk
Menertibkan Reklame”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2008),
him. 4



Yogyakarta, dikenal sebagai kota budaya dan kota pelajar.
Memiliki gelar Daerah Istimewa sekaligus memiliki banyak tempat
wisata, menimbulkan daya tarik tersendiri terhadap wisatawan lokal
maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke Yogyakarta.
Berangkat dari hal tersebut, membuat banyak pebisnis bersaing dalam
mencari peluang usaha yang mungkin dapat berkembang di kota
gudeg tersebut.

Meningkatnya aktivitas bisnis di Yogyakarta seperti
munculnya mall, cafe, kursus-kursus, kegiatan yang dikelola event
organizer, bahkan persaingan perguruan tinggi mendorong
meningkatnya aktivitas iklan di Yogyakarta. Media luar ruang berupa
reklame menjadi sasaran bagi pemilik usaha, tempat-tempat
perbelanjaan, bahkan sarana pendidikan seperti universitas, karena
mempromosikan melalui reklame maka perusahaan tersebut dapat
mengenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat
luas secara tidak langsung, dan hal ini dapat meningkatkan hasil
produksi suatu perusahaan. ’

Giatnya dunia bisnis menggunakan reklame sebagai media
promosi secara massive dan terkadang tidak teratur, mengakibatkan
turunnya nilai estetika, sehingga dapat dikatakan reklame yang
harusnya menjadi media periklanan yang menarik justru menjadi

“sampah media” atau “sampah visual”.

" Wirawan ED Radianto dan Herni Manik, “Potensi Pajak Reklame di Kota
Yogyakarta(Advertising Tax Potensial in Yogyakarta City)”, Jurnal NeO-Bis,
Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2009), him. 130



Salah satu sudut di Kota Yogyakarta yang memiliki banyak
reklame adalah di Jalan Laksda Adisucipto. Jalan Laksda Adisucipto
merupakan salah satu jalan protokol yang berada di Daerah Istimewa
Yogyakarta yang menjadi jalan utama tujuan dari Kota Yogyakarta
menuju ke Kota Solo ataupun sebaliknya. Di sepanjang jalan terdapat
berbagai reklame mulai dari reklame papan, selebaran, hingga reklame
video (videotron).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan peraturan yang dibuat
atas dasar pertimbangan bahwa dalam rangka penataan dan
penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu
adanya pengaturan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan
aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika,
estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan
lingkungan di wilayah tersebut.®

Keberadaan reklame-reklame yang ada di sepanjang Jalan
Laksda Adisucipto terlihat cukup menarik untuk ditinjau dari aspek
yuridis, yaitu dengan melihat kesuaian antara Peraturan Perundang-
Undangan yang ada dengan praktik yang ada di lapangan. Selain itu,
juga ditinjau dari bagaimana regulasi yang telah atau akan dilakukan
oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terkait penyelesaian hukum
terhadap  pelanggaran-pelanggaran  yang  berkaitan  dengan
penyelenggaraan reklame yang berada di sepanjang jalan protokol
Laksda Adisucipto Yogyakarta.

& Lihat Konsiderans Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015



B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penyusun
merumuskan permasalahan yang nantinya akan dikaji lebih dalam
pada Bab pembahasan masalah. Adapun rumusan masalah yang telah
dibuat adalah sebagai berikut :

Bagaimana regulasi yang akan atau telah dilakukan
Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pelanggaran reklame yang ada
di Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta ditinjau dari perspektif

maslahah mursalah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai diantaranya
untuk menjelaskan regulasi yang akan atau telah dilakukan pemerintah
kota terhadap pelanggaran reklame yang ada di Jalan Laksda
Adisucipto Yogyakarta.
Kegunaan Penelitian :
Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini sendiri diantaranya :
1. Kegunaan Teoritis
Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat secara
umum tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta dari sudut pandang maslahah mursalah.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum, semoga

penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan



yang bermanfaat guna mengetahui berjalannya suatu
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
Pemerintah.

b. Bagi Pemerintah, semoga penelitian ini dapat menjadi
motivasi atau masukkan bagi Pemerintah supaya lebih
memperhatikan  efektifitas/berjalannya  peraturan
perundang-undangan yang telah dibuat.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian
yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, tesis, atau
desertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.
Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang
akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada
sebelumnya.’

Pertama, dalam skripsi yang berjudul “Efektifitas Pengawasan
Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru”, yang disusun oleh
Herdy Anizar.® Dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai
masih terdapatnya pihak-pihak yang tidak melakukan pembayaran
terhadap pajak reklame sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011.

Oleh karena ada pihak-pihak setelah melakukan pemasangan reklame

° Pedoman Penulisan Skripsi, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2018), him. 3-4

1% Herdy Anizar, “Efektifitas Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota
Pekanbaru”, Skripsi Fakultas Syariah Dan lImu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim
Riau Pekanbaru, 2013)



sulit untuk ditemui, baik perorangan maupun perusahaan karena
berbagai alasan dan sanggahan. Di samping itu juga kurangnya
pengawasan terhadap pemasangan reklame tersebut dari pihak
pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas terkait. Masih ada
pemasangan reklame yang tidak sesuai pada tempatnya, bahkan ada
yang rusak atau tumbang namun tidak diperbaiki seperti semula
sehingga juga dapat mengganggu kenyaman orang lain. Di samping
itu juga kurangnya ketegasan dari pemerintah kota terhadap kewajiban
untuk memperhatikan tata kota dan tempat-tempat pemasangan
reklame tersebut, serta ketegasan untuk membayar pajak terhadap
pemasangan reklame.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul “Komunitas Reresik
Sampah Visual: Membangun Kesadaran Baru Tata Visual Iklan Media
Luar Griya di Yogyakarta”, yang disusun oleh Hesti Rahayu.' Dalam
jurnal ini penulis memaparkan tentang peranan Komunitas Reresik
Sampah Visual dalam mengembalikan kesadaran masyarakat tentang
estetika dan tata visual iklan media luar griya di Yogyakarta. Dengan
metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan analisis. Dalam
masalah tata visual iklan media griya seperti semrawutnya penataan
media iklan, komunitas ini berusaha meningkatkan kesadaran estetika
dan menrencana tata visual yang baik, dengan membutuhkan media
planning dan communication design dan screen exposure management

serta  memperhatikan  public eye management. Overload

' Hesti Rahayu, “Komunitas Reresik Sampah Visual: Membangun
Kesadaran Baru Tata Visual lklan Media Luar Griya di Yogyakarta”, Jurnal
Dekave, Volume 7 Nomor 1, (2014)



communication di ruang publik inilah yang mengakibatkan terjadinya
“sampah visual”. Istilah sampah visual yang dimaksud dalam tulisan
ini mengacu pada pendapat Sumbo Tinarbuko yang menyatakan
bahwa “sampah visual” adalah iklan-iklan yang menggunakan media
luar griya/media luar ruang yang dalam upaya pemanfaatan,
pemilihan, dan pemasangannya di berbagai tempat strategis di sudut
kota berjubel, saling timpa, dan menimbulkan keruwetan.

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul “Penataan Reklame pada
Koridor Jalan Utama Kota Mataram”, yang disusun oleh Oky
Juniarto.** Dalam jurnal ini penulis menyatakan bahwa kurangnya
penataan dari Pemerintahan Provinsi dalam menata ruang koridor
jalan untuk media reklame. Pendekatan yang dilakukan ialah
pendekatan ekonomi dimana pemasangan reklame memang dapat
menarik dan sasaran pembaca dapat terpenuhi namun pemasangan
reklame yang tidak sesuai dengan koridor jalan, menyebabkan
menurunnya kualitas Kota Mataram secara visual ruang kota. Padahal
pemasangan reklame pada koridor jalan hanya pada beberapa elemen
koridor jalan seperti boulevard corridor, gateway commercial
corridor, highway commercial corridor, parkway corridor dan
residenway corridor.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa telah banyak penelitian yang
dilakukan mengenai probematika penataan reklame, baik dari aspek
ekonomi, budaya, yuridis, ataupun aspek pengawasan terhadap
penanganan pemasangan reklame itu sendiri dibeberapa kota di

12 Oky Juniarko, dkk., “Penataan Reklame pada Koridor Jalan Utama Kota
Mataram”, Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 1 Nomor 2, (Juli 2010)
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Indonesia. Namun yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian
lainnya ialah mengenai penerapan Peraturan Daerah yang telah
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tentang media
luar ruang atau reklame. Tentu hal ini menarik untuk dikaji kembali
dari segi yuridis, yaitu dengan melihat kesesuaian antara kenyataan
yang berada dilapangan dan dianalisa dengan peraturan perundang-
undangan yang ada. Ditambahkan dengan bagaimana regulasi yang
akan atau telah dilakukan oleh pemerintah kota sendiri dalam

menangani pelanggaran reklame yang ada di Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretis
Dalam sebuah kajian penelitian, kerangka teori memiliki peran
sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan
diteliti. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori

yang diantaranya adalah sebagi berikut.

1. Teori Penetapan Hukum Maslahah Mursalah (4w s 4alas)
Metode penetapan/penemuan hukum yang dimaksudkan disini
adalah cara, teori, atau kerangka konseptual yang dipergunakan para
ulama dalam menetapkan hukum. Metode-metode ijtihad ini sendiri
dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode yang disepakati berlakunya
oleh jumhur ulama (fugaha dan usuliyyin) dan metode yang
diperselisihkan di antara mereka. Metode yang disepakati berlakunya

adalah seperti Ijmak dan Qiyas, sedangkan metode yang
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diperselisihkan atau yang tidak disepakati antara lain istihsan,
istishab, maslahah mursalah, ‘urf, dan saddudz dzari’ah.®

Sebagai contoh adalah tentang diharamkannya minum khamar.
Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa magasid syariat
diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukannya yang
merusak akal pirkiran. Maka dari sinilah hal yang memabukkan dapat
dijadikan sebagai alasan logis (‘illat) dan dari sini dapat
dikembangkan dengan metode analogi giyas. Dengan demikian ‘illat
hukum dalam suatu ayat atau hadis, bila diketahui, maka terhadapnya
dapat dapat dilakukan giyas (analogi). Artinya, giyashnya bisa mana
dilakukan bila mana ayat atau hadis yang secara khusus dapat
dijadikan tempat meng-giyas-kannya yang dikenal dengan al-magis
‘alaih (tempat meng-giyas-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan
dijadikan al-magqis ‘alaih, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat
secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu
dari kebutuhan maqasid syari’ah, dalam hal ini dilakukan metode
maslahah mursalah. Dalam kajian Ushul Figh, apa yang dianggap
maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-
petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang

dikenal dengan maslahat mursalah.*

3 Ali Sodigin, Figh Ushul Figh : Sejarah, Metodologi Dan
Implementasinya Di Indonesia, (Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), him. 71-72

4 Syparman Usman dan Itang, Filsafat hukum Islam, (Serang : Laksita
Indonesia, 2015), him. 160-161
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Upaya penemuan hukum dalam peraturan perundang-
undangan yang ada di Indonesia, maka metode yang memungkinkan
untuk dapat digunakan adalah dengan metode maslahat mursalah. Al-
Khawarizmi memberikan definisi bahwa maslahat mursalah adalah
memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara
menghindarkan kerusakan dari manusia.

Dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya adalah tujuan
syara’ Yaitu menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (‘akal),
kehormatan dan keturunan (‘arad) dan harta (mal). Artinya, jika
seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara
kelima aspek tujuan syara’ dikatakan maslahah. Di samping itu upaya
untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan
kelima aspek tujuan syara’ tersebut juga dinamakan maslahah. Dari
pengertian ini, dapat diambil sebuah kata kunci dari mashlahah yaitu
mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.*

Maslahah mursalah dapat menjadi sebuah metode dalam
melakukan/menetapkan sebuah hukum, apabila memenuhi syarat
sebagai berikut :

1. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak syari’at
dan termasuk kemaslahatan yang didukung nash secara
umum.

2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar

perkiraan, sehingga hukum vyang ditetapkan melalui

> Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah
Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Analytica Islamica, (Vol. 5, No. 1, 2016), hlm. 56-57
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maslahah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat
dan menolak kemudharatan.

3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak,

bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.'®
2. Teori Kebijakan Publik

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana hal
tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19457 Dari pernyataan yang termuat dalam
konstitusi tersebut, maka dapat diketahui bahwa Negara Indonesia
menjunjung tinggi nilai-nilai hukum.

Utrecht memberikan batasan hukum bahwa “Hukum itu adalah
himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-
larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu
harus ditaati oleh masyarakat itu”.'® Dalam mewujudkan tata-tertib
tersebut, dibuatlah kebijakan-kebijakan yang biasanya dituangkan
kedalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan-kebijakan yang
akan dikeluarkan tersebut dibuat oleh pemeritah yaitu badan legislatif
dengan persetujuan badan atau pihak lain yang memiliki keterkaitan

dengan paraturan yang akan dibuat, seperti Peraturan Daerah dibuat

6 Ali Sodigin, Figh Ushul Figh : Sejarah, Metodologi Dan
Implementasinya Di Indonesia, (Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), him. 79-80

7 Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun Negara Republik Indonesia 1945

18 Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta :
Balai Pustaka, 1986), him. 38
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oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif,
dengan persetujuan Kepala Daerah Bupati/Walikota.

Di negara modern dan demokratis, peran dan fungsi kebijakan
publik dapat diibaratkan sebuah kapal yang diciptakan untuk
menjawab persoalan dan atau kebutuhan penggunanya. Kapal itu
bukan hanya harus dirancang dalam bentuk atau spesifikasi dan
besaran yang tepat, tetapi juga harus memiliki mesin yang tepat
(appropriate). llustrasi kapal yang dipersamakan dengan kebijakan
disini adalah sebuah kapal yang dikelola berdasarkan prinsipprinsip
manajemen publik dimana penumpang kapal tidak boleh lepas
tanggung jawab begitu ia telah membayar tiket atau ongkos yang
ditetapkan dalam daftar tarif sesuai dengan kedudukan dan pelayanan
yang dinikmati penumpang. Ada tanggung jawab setelah ia membayar
ongkos kapal vyaitu terus mengawasi dan bahkan meminta
pertanggungjawaban terhadap proses jalannya kapal hingga sampai
tujuannya.*®

Adanya kebijakan publik sendiri dilandasi dengan adanya
kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat.
Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (stakeholders), terutama
pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik
merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-
tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan
pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat

1% Budiman Rusli, Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang
Responsif, (Bandung : Hakim Publishing, 2013), him. 13-17
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diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan
pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang
ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.
Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah
dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan
waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena
kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan
bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok
pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan
tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para
pelaku (stakeholders) dalam rangkamemecahkan suatu permasalahan
tertentu. Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang
meliputi input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu
kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan
berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.
Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik
yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan.
Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan. Oleh karena

itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk

2 Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum
Pelaksanaan Kebijakan Publik”, Jurnal Publik, (Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12), him. 1
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rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang

ada dan kepentingannya melayani.*

F. Metode Penelitian
Suatu perencanaan penelitian merupakan suatu dokumen yang
berisikan seluruh kegiatan mulai dari merencanakan hingga
melaksanakan penelitian, yang berarti pula suatu tata cara untuk
mengumpulkan data dan analisisnya. Dengan demikian, maka suatu
perencanaan  penelitian  merupakan suatu pedoman  untuk
mengumpulkan data, mengolahnya, untuk selanjutnya dianalisa.?
Oleh karena itu, disini penyusun memparkan metode yang akan
digunakan dalam mengkaji penelitian ini.
1. Jenis Penelitian
Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data
yang diperoleh secara langsung dilapangan. Karena penelitian
yang dilakukan untuk memberikan fakta-fakta secara
sistematis dan akurat mengenai keadaan obyek yang diteliti.
Dengan demikian hasil dari penelitian tersebut adalah
gambaran secara obyektif mengenai keadaan yang sebenarnya
dari obyek yang diteliti. Apabila ditinjau dari pendekatannya,
penelitian ini  termasuk kedalam penelitian kualitatif.

Penelitian dengan metode kualitatif sendiri merupakan

2L |bid, him. 2-3

%2 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press,
2010), him. 164
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penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara
holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan
konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar
alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci
penelitian itu sendiri.®
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian
dengan cara mendiskripsikan dan menjelaskan masalah hukum
yang ada secara sistematis sebagai obyek yang diteliti, untuk
kemudian diberikan analisis terhadap obyek yang diteliti.
3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis pada
penelitian ini dilakukan dengan melihat Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Reklame. Sedangkan pendekatan normatif dilakukan dengan
cara melihat permasalahan-permasalahan tentang
penyelenggaraan reklame yang ada di Daerah Istimewa
Yogyakarta khususnya di sepanjang jalan Laksda Adisucipto
Yogyakarta, dan bagaimana implementasi Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Rekalme dalam

perspektif maslahah mursalah.

2 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta : Teras,
2011), him. 64
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4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik
dan standar untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data
yang ada di lapangan. Data-data yang dicari dalam penelitian
ini adalah tentang implementasi Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Reklame. Adapun metode pengumpulan data dibagi atas
beberapa kelompok yaitu :

a. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan
secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek
penelitian. Kegiatan observasi yang dilakukan oleh
penyusun adalah dengan melakukan pengamatan terhadap
reklame-reklame yang berada di sepanjang jalan Laksda
Adisucipto Yogyakarta, apakah isi/pemasangan reklame itu
sendiri telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Reklame atau belum.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data
dengan cara tatap muka secara langsung antara penyusun
dengan orang yang menjadi sumber data dari obyek
penelitian. Adapun wawancara yang akan dilakukan adalah
dengan berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-

pokok permasalahan yang akan ditanyakan.
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c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara
melihat atau mencatat suatu laporan atau data-data yang
sudah  tersedia. Disini  penyusun  bermaksud
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian
ini, seperti dokumentasi reklame-reklame yang kurang
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
d. Studi Kepustakaan
Merupakan pengkajian terhadap buku-buku yang masih
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
5. Analisis Data Penelitian
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis Nonstatik Kualitatif. Dimana data-data yang diperoleh
dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Reklame dengan fenomena-
fenomena yang terjadi di lapangan, untuk kemudian dianalisis
dan disusun menjadi sebuah kesimpulan yang nantinya dapat
mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian

ini.

G. Sistematika Pembahasan
Supaya mempermudah pembaca dalam memahami alur
penelitian ini, maka penyusun membuat secara sistematika penelitian
ini dan kemudian membaginya dalam beberapa bab yang diantaranya

sebagai berikut.
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Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari sebuah penelitian
yang diantaranya membahas tentang latar belakang masalah yang
merupakan gambaran dasar dari permasalahan yang diangkat dalam
penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menerangkan tentang konsep maslahah mursalah
dengan tujuan untuk menjelaskan teori-teori yang akan digunakan
dalam mengkaji lebih dalam terkait penelitian ini.

Bab Ketiga, berisikan tentang gambaran umum terkait
penelitian yang membahas mengenai penempatan reklame di
sepanjang jalan protokol Laksda Adisucipto Yogyakarta yang
didalamnya meliputi batasan-batasan jalan Laksda Adisucipto
Yogyakarta.

Bab Keempat, merupakan analisis tentang implementasi
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta terkait penataan reklame di
sepanjang jalan protokol Laksda Adisucipto.

Bab Kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang
meliputi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan guna menjawab
pokok permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Selain itu penyusun

juga menambahkan saran-saran dari hasil penelitian.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penyusun
dalam bab 1V, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Reklame merupakan kebijakan berupa peraturan yang ditetapkan dan
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai regulasi dalam
rangka penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota
Yogyakarta, agar menciptakan tata letak reklame yang memperhatikan
aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika,
estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan
lingkungan.  Ditinjau dari teori kebiijakan publik, secara garis besar
siklus kebijakan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu :

a. Perumusan kebijakan;

b. Implementasi kebijakan; dan

c. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Reklame belum sepenuhnya terimplementasikan
sesuai dengan siklus kebijakan publik sebagaimana yang telah
dijelaskan diatas. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan
secara langsung dari pihak Pemerintah Daerah sebagai upaya
penegakkan hukum tentang reklame, sehingga masih terdapat
pelanggaran yang terjadi di Jalan Protokol Laksda Adisucipto Kota
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Yogyakarta. Dimana reklame berupa videotron yang terdapat dijalan
tersebut, muatan yang ditampilkan tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Maslahah Mursalah merupakan perspektif yang selanjutnya
digunakan oleh penyusun dalam mengidentifikasi Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Reklame. Secara garis besar, maslahah mursalah adalah penetapan
hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash
secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.

Tujuan dari dikeluarkannya Kebijakan berupa Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Reklame adalah untuk kemaslahatan umat, yaitu
menciptakan tata ruang kota sesuai dengan yang telah diatur dalam
Peraturan Perundangn-Undangan. Selain terciptanya tata ruang kota
yang rapi, kemaslahatan lainnya adalah pajak dari reklame itu sendiri
dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta, yang
dimana dari PAD itu digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah serta untuk membiayai fasilitas masyarakat.

Namun dalam praktiknya, kebijakan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah tersebut belum sepenuhnya membawa kemaslahatan bagi
masyarakat, karena kurangnya kesadaran hukum tentang reklame di
lingkup masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya konten pada
reklame/media luar ruang berupa videotron yang dimana muatan yang
ditampilkan bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah. Itu menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya

taat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
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sebagai Ulil Amri. Selain itu, muatan yang ditampilakn oleh reklame
berjenis videotron tersebut juga masih tergolong kedalam iklan yang

dapat merusak akhlak.

B. Saran

Berkenaan dengan penelitian dalam skripsi ini, penyusun
memberikan saran agar sebagai masyarakat hendaklah kita mentaati
setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, selama kebijakan
yang dikeluarkan tersebut memberikan kemaslahatan bagi Kita.
Utamanya adalah untuk menjauhkan segala iklan atau sesuatu yang
berkaitan dengan rokok dari jangkauan anak-anak.

Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Reklame merupakan kebijakan yang dikeluarkan
olen Pemerintah Kota Yogyakarta yang tujuannya adalah untuk
menciptakan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang
publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta
keamanan dan keselarasan dengan lingkungan. Selain itu, pajak dari
hasil reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah, nantinya akan
dikembalikan kepada masyarakat dengan wujud fasilitas-fasilitas yang

disediakan oleh Pemerintah.
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